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Draft Wawancara 

Jumat, 11 November 2022 

Protection Associate UNHCR Makassar 

1. Sejak kapan keberadaan UNHCR di Makassar 

   Untuk keberadaan UNHCR di Makassar ini, mesti 

cek lagi ya karena saya juga baru. Nah kalau 

bergabung gitu kan, saya dari 2015 makanya kalau di 

makassar yaitu ini saya mesti cek kepastiannya lagi 

kalau UNHCR di Indonesia itu udah dari 1979 ya. 

jadi itu, saya mesti cek lagi. 

2. Siapa saja pihak yang dibantu oleh UNHCR saat ini? 

   Kalau yang dibantu  secara manfaatnya itu, kalau 

di makassar ya, pengungsi, pencari suaka tapi 

sekarang kita buat semua pengungsi. Kalau kita 

mengacu pada apa peraturan presiden nomor 125 itu 

2016, itu kan pengungsi luar negeri namanya. Tapi 

kalau secara umum ya kita ada kategori misalnya, 

pengungsi yaitu atau pencari suaka juga lalu ada juga 

kategori mereka apa orang tanpa kewarganegaraan 

atau stateless. 

Ya, itu juga menjadi bagian mandat dari UNCHR. 

Sebenarnya ada juga misalnya IDPs juga ya hanya 
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IDPs itu tidak secara otomatis kalau di indonesia ya 

jadi kalau ada permintaan dari pemerintah indonesia 

contohnya kemarin di palu nah itu baru UNCHR bisa 

masuk  untuk bantu. 

3. Ada berapa pengungsi saat ini? 

   Nanti saya kasih datanya ya, saya kirim nanti 

lewat apa e-mail yang kemarin sudah kirim itu ya. 

Tapi kurang lebih, 12.800an. Sudah berkurang ya 

dari 13.000-an beberapa bulan lalu atau paling 

kurang awal tahun ini dengan 13.000-an ya sekarang 

udah turun 12.800-an ya sudah berkurang tadi. 

4. Ada berapa pengungsi di Makassar saat ini 

   Nanti saya kirim juga, kurang lebih itu tetap 

tepatnya 1.555 per September 2022 ya. Itu data yang 

resmi terbaru yang UNCHR keluarkan ya. Terus 

untuk makassar itu, 1.555. Ya, sebelumnya itu kan, 

katakanlah saya masuk 2015 itu 2.000-an orang. Jadi, 

sampai tahun lalu itu pun masih di atas akhir tahun 

ini, mungkin sekitar 1.700-an. 1.700-an sekarang 

udah 1.500an. 

5. Di mana saja tempat penampungan pungsi? 

   Kalau di Makassar itu, ada 20 tempat 

penampungan pengungsi ya. Kalau mau rinci 20 itu 
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dua ada di BTP lalu ada sekitar 6 itu di daerah Printis 

lalu, ada juga di daerah saya seputar Petterani lah di 

situ ya. Di daerah Tamalate juga ada kurang lebih ada 

tiga itu, ada tiga empat lima enam namun lah kurang 

lebih ya. Jadi masih ada beberapa kecamatan lah, tapi 

dua puluh lah mulai. 

6. Ada tidak pengungsi Rohingya di Makassar? 

   Ada 

7. Ada data pengungsi untuk di daerah Makassar? 

   Kalau datanya itu lebih pada data ini ya, data 

nasional. Kalau yang untuk populasi di Makassar itu 

lebih pada populasi total. Populasinya tidak 

terperinci, tapi kalau jumlahnya sendiri untuk 

Rohingya itu kita skitar 160-an orang. 

8. Bagaimana alur kerja dan kordinasi UNHCR di Makassar 

   Kalau kita kan dari kantor pusat ya, di Jakarta. 

Kami di sini sebagai, katakanlah sebagai kantor 

lapanganlah. Kantor kami juga menangani jawa 

timur, bali, dan makassar juga. Tugas tugas kita 

sesuai dengan mandate, kita melakukan perlindungan 

dan juga memberikan bantuan-bantuan bagi 

pengungsi. Kita bicara konteks makassar ya, jadi itu 

yang kita melakukan memberikan perlindungan bagi 
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mereka, kemudian memberikan dukungan-dukungan 

atau bantuan proses dalam kasus kasus mereka untuk 

misalnya solusi jangka panjang negara ketiga, lalu 

kemudian apalagi tadi kayak dukungan atau bantuan 

itu.  

  Kita membantu pendidikan mereka kesehatan itu, 

juga dibantu oleh UNHR. Nah tadi saya lupa, kalau 

terkait dengan jumlah itu selain 20 tempat 

penampungan itu, mereka yang di 20 tempat 

penampungan itu, kan di bawah mitra kami ya. 

Dibantu oleh mitra kami, IOM. Tapi kalau ada juga 

kelompok pengungsi, yang tinggalnya mandiri. 

  Artinya tinggal di tidak di tempat penampungan, 

tapi di masyarakat begitu, berbaur dengan ada kost 

gitu kan. Karena mereka tidak bisa masuk di tempat 

penampungan yang sudah ada, ada kebijakan 

tersendiri itu. Jadi itu. Kalau kkoordinasi ya, kita 

punya struktur koordinasi di setiap wilayah yang 

diamanatkan atau yang dibuat oleh pemerintah pusat 

juga, namanya Satgas Pengungsi luar negeri.  

  Nah itu di kota Makassar ini kan ada UNHCR itu 

juga, termasuk didalamnya, diketuai oleh 

Kesbangpol,  kepala badan Kesbangpol kota 
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Makassar. Jadi di situlah kita koordinasi dengan 

anggota-anggota satgas yang lain, sesuai dengan 

peran-peran mereka, yang sudah diatur juga di dalam 

peraturan presiden, Perpres nomor 125 tahun 2016. 

Udah udah pernah baca ya? Ya nah itu jadi 

koordinasinya di situ, ada masalah-masalah apa yang 

muncul. Itu kita ada rapat-rapat regular yang bisa 

kami lakukan, bahas masalah yang muncul, apakah 

itu secara bersama-sama dengan satgas atau juga 

koordinasi bilateral, misalnya kami dengan IOM, 

atau dengan Rudenim misalnya. Ya tuh kita lakukan 

kordinasi-kordinasi.  

9. Kalau itu berarti bekerjasama dengan pemerintah daerah 

yah? 

   Ya, itu Satgas itu pemerintah daerah. Kalau 

misalnya yang di luar itu, koordinasi atau kerjasama 

juga kita bangun dengan lembaga-lembaga non-

pemerintah misalnya Dompet Dhuafa. Kami juga 

selama ini kerjasama, dibidang pendidikan juga, 

bantuan-bantuan, itu juga. Dulu ada yang kami sebut 

HI, Human Inisiatif ya namanya sekarang. Nah itu 

juga kami kerjasama. Ada beberapa yang lain juga, 

termasuk misalnya keuskupan atau yayasan 
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pendidikan katolik itu juga kami kerjasama untuk 

pendidikan kami kerjasama untuk pengungsi agar 

bisa masuk di sekolah sekolah mereka gitu kan. 

10. Ada tidak organisasi internasional yang pernah terlibat 

bekerjasama dengan UNHCR? 

   Kalau di Makassar sejauh ini memang yang lebih 

intens dan memang ya, selalu bersama-sama itu 

organisasi IOM nah. Kalau internasional ya itu ya dia 

yang bersama-sama UNCHR, kalau yang lain baik ya 

secara intens yang lain belum ya. Yang lain mungkin 

ya paling di dalam apa ya, konteks kerjasama 

kebijakan, yaitu ada dukungan dukungan seperti itu 

ya hanya mungkin dalam bantuan yang secara 

langsung, dukungannya langsung itu misalnya, kalau 

dengan kebijakan misalnya dari UNICEF.  

Saat itu kami juga punya apa yang kita sebagai 

apa blueprint-nya blueprint untuk beberapa bidang 

termasuk di dalamnya pendidikan misalnya, ini kan 

masalah pengungsi itu bagaimana kerjasamanya apa 

yang mau dicapai itu seperti, tapi itu kan itu secara 

nasional. 
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11. Bagaimana penetapan status pengungsi? 

   Ya itu sama saja ya, jadi kita biasanya kan setelah 

mereka mendaftar, status mereka menjadi pencari 

suaka. Kemudian setelah itu mereka bisa 

mengajukan permohonan untuk ditinjau status 

pengungsinya, klaim mereka sebagai pengungsi itu. 

Kami melakukan interview, kemudian dari interview 

pertama itu, kemudian kita akan melakukan review 

hasilnya, apakah dia memang benar seorang 

pengungsi atau tidak, menggunakan kriteria di dalam 

konvensi 1951. 

Lalu kalau misalnya kita tolak, karena mungkin 

informasi dan dokumen yang disampaikan tidak 

kredibel ya, atau tidak memenuhi kriteria maka kita 

tolak pertama kali dan dia punya hak untuk banding 

satu kali lagi. Jadi dia bisa kemudian mengajukan 

mungkin apa, dokumen atau informasi tambahan 

buat apa alasan mereka bukti mereka bahwa mereka 

adalah pengungsi gitu. Kemudian UNHCR akan 

melakukan lagi review terhadap dokumen-dokumen 

itu, mungkin kalau perlu interview lagi, kita akan 

interview. Lalu kemudian kita akan memutuskan 

apakah dia betul pengungsi atau tidak. Kalau tetap 
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kami tolak maka penolakan kedua itu adalah 

penolakan yang final atau  terakhir, dia sudah tidak 

bisa lagi banding maka status pencari suakanyapun 

ditarik, hilang gitu ya. 

Lalu dia dikembalikan ke pemerintah Indonesia 

untuk bisa dilakukan tindakan-tindakan keimigrasian 

yang sesuai gitu ya. Dia sudah tidak lagi di bawah 

perlindungan UNHCR ya. Tapi kalau kemudian dia 

diakui sebagai pengungsi oleh UNCHR pada ya 

tahap kedua itu, maka dia akan berikan status 

pengungsi, diberikan dokumen kartu pengungsinya 

itu. Itu secara umum prosedurnya. Tapi kemudian 

saat ini UNCHR melakukan proses apa yang kita 

sebut Refugee Determination, itu bukan lagisecara 

otomatis. Biasanya itu ada negara-negara yang 

memang kita tahu, apa dia akan mendapatkan atau 

berpotensi mendapatkan status pengungsi. karena 

situasi di negaranya itu, kami kemudian tidak 

langsung melakukan RSD. Kita menunggu sampai 

ada solusi jangka panjang untuk dia, misalnya 

resettlement atau penempatan negara ketiga, atau dia 

mendapatkan private sponsorship dari keluarga atau 

seorang di luar negeri dan dia mau akan 
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diberangkatkan. Itu mereka memerlukan status 

pengungsi, jadi kita kan baru kita akan mulai 

prosedur apa Refugee Status Determination itu.  

Kemudian kalau dia menjadi pengungsi maka, dia 

bisa diproses untuk solusi itu. Tapi sepanjang belum 

ada tuntutan untuk dia diberangkatkan, atau diproses 

untuk solusi jangka panjang yang memerlukan status 

pengungsi, maka dia akan tetap dengan status pencari 

suaka itu. Karena saat ini dengan perpres, maka sama 

saja dengan status pengungsi,  sama sama dilindungi 

tidak ada perbedaan. Jadi tidak masalah, tapi kalau 

mereka yang negara yang kemudian kita sudah tahu 

bahwa kecil potensi akan kecil kemungkinan dia 

akan menjadi pengungsi, karena negaranya tidak ada 

masalah apa-apa misalnya, yaitu kita akan proses 

lebih cepat empat. Kalau misalnya ditolak berarti dia 

akan ditolak lebih cepat begitu dan jadi proses 

selanjutnya oleh pemerintah. 

12. Apakah ada pencari suaka yang masuk sebagai imigran legal 

lalu mendaftarkan status di UNHCR? 

   Mereka akan selalu masuk ke dalam, apa itu 

wilayah Indonesia ini kan secara ilegal ya. Sebelum 

dia daftar di UNCHR, dia kan apa itu, disebut dengan 
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illegal. Ini kan artinya tidak ada dokumen yang sah 

untuk masuk ke dalam Indonesia, jadi kalau dia 

masuk belum mendaftarkan ke UNCHR kan belum 

jadi pencari suaka. 

Pada saat itu dia statusnya kemudian imigran 

ilegal apakah kemudian ditangkap oleh, biasanya 

juga ditangkap oleh Rudenim atau diketahui, lalu 

ditangkap kemudian misalnya, ditaruh di apa tahanan 

di rumah detensi imigrasi atau di kantor imigrasi lalu 

mereka ini kemudian menyatakan bahwa saya ini 

mau mencari suaka atau mau mendaftar ke UNHCR. 

Nah itu baru pihak imigrasi nanti akan berhubungan 

dengan UNHCR, ini ada yang baru datang misalnya, 

mau katanya mau mendaftar ke UNHCR nah itu baru 

UNHCR akan melakukan proses registrasi, 

pendaftaran itu ya. Untuk masuk ke UNHCR itu 

biasanya seperti itu, jadi ya dan kita mau bilang dulu 

imigran ilegal ya bisa juga, sebelum mendaftar. 

13. Kendala apa saja yang dihadapi oleh UNHCR? 

   Kalau di Makassar itu, ini ada beberapa ya. Kalau 

misalnya kita bicara situasinya di sini, tentu ada 

beberapa hak hak yang belum bisa di dipenuhi ya, 

karena aturan yang ada di Indonesia. Misalnya 
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pendidikan lah katakan, pendidikan untuk anak anak 

misalnya. Walaupun memang kementerian 

pendidikan apa sekarang itu, kebudayaan riset dan 

teknologi itu sudah memberikan surat edaran, bahwa 

anak-anak pengungsi bisa mengakses sekolah. Hanya 

memang dia belum bisa mendapatkan ijasah. Jadi 

sekolahnya itu ya semacam yang penting bias masuk, 

mendapatkan pengetahuan ya, seperti yang lainnya. 

tapi dia tidak punya nomor induk nasinoal, di mana 

di istilahnya dia tidak tercatat di sistem pendidikan 

nasional kita, lalu mereka hanya belajar saja, ujian 

bisa ikut ujian. 

Tapi kemudian tidak bisa mendapatkan ijasah 

seperti wni ya. Tapi dia bias dapat surat keterangan 

lah, lulus yang hanya bisa dipakai untuk melanjutkan 

ke jenjangyang lebih tinggi di Indonesia. Jadi belum 

bisa dipakai kalau misalnya harus keluar negeri gitu 

kan. Itu jadi kendala. Lalu yang kedua itu juga, yang 

masalah kesehatan ya, ini ya apa namanya ya. Itu 

juga menjadi tidak semua ya rumah sakit, puskesmas 

sudah terima, bisa menerima mereka rumah sakit 

juga. Hanya tentu mereka masih perlu di bantu untuk 

pembayaran, pengobatan. Nah ini juga salah satu lagi 
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masalahnya adalah mereka tidak bisa bekerja ya kan, 

jadi tentu berapa pun bantuan yang diberikan 

lembaga internasional yang ada tuh tidak cukup 

untuk hidup mereka yang layak lah. Sehingga itu 

masih menjadi masalah untuk mengakses biaya 

untuk pengobatan itu. Itu yang jadi kendala kita di 

UNHCR. Sementara ini kita masih berbicara dengan 

pemerintah pusat, supaya kalau mereka bisa 

diberikan kesempatan untuk bekerja, mungkin tidak 

sama dengan wni sampai dengan dan secara terbatas 

lah begitu. 

Dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri gitu, 

bias untuk berobat dan salin sebagainya paling tidak. 

Atau mungkin kebutuhan dasar lainya, makan, 

minum misalnya. Nah itu yang memang masih 

menjadi menjadi apa, kendala kita sampai saat ini 

termasuk juga kalaupun di dalam masalah solusi 

jangka panjang itu, misalnya resettlement ya, 

penempatan negara ketiga itu juga masih terkendala 

dalam jumlah resettlement yang masih sangat 

terbatas yang diberikan oleh negara ketiga. Jadi ya, 

proses ini juga masih hanya sejumlah kecil saja. 

Makanya mereka masih tinggal di Indonesia ini 
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masih cukup panjang, lama gitu. Makanya banyak 

protes segala macam, demonstrasi itu karena ya 

proses seperti itu, mereka mau cepat tapi 

kenyataannya kan tempat yang diberikan oleh negara 

lain ya itu tidak cukup unutk mereka semua, sehingga 

UNHCR juga tidak bisa memproses banyak 

pengungsi. 


